
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

a.bahwa    untuk   mewujudkan   penyelenggaraan

pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang

dimiliki, terpenuhinya hak-hak masyarakat   dalam
memperoleh  pelayanan  informasi  hukum secara

maksimal serta ketaatan aparatur sipil negara dalam

meningkatkan  kualitas   pelayanan,  maka  perlu

ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan

Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Pemerintah

Kabupaten Blora;

b.bahwa   berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan

Keputusan  Sekretaris   Daerah  tentang  Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumentasi Dan

Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;

1.Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  1950  tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam

Lingkungan Propinsi  Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan  Daerah  Tingkat   II   Batang  dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Mengingat

Menimbang

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 000.8.3.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834, Tlx. 22765

BLORA



3.Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4.Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6867);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apartur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang  Pengelolaan  Jaringan  Dokumentasi   dan

Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri  dan

Pemerintah Daerah;

11.Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2014 tentang

Jaringan  Dokumentasi   dan  Informasi   Hukum

Pemerintah Kabupaten Blora; (Berita Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2014 Nomor 65);



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.Bupati Blora;
2.Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora;

•-"* KOM^BGEDE IRAWADI

RAH KABUPATEN BLORA,SEKRETARi^ DAI

Ditetapkan di Blora
padatanggal \0- ^ut

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Sekretaris Daerah ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

diktum KESATU meliputi:
a.Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bahan Konten

Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Pemerintah Kabupaten Blora;
b.Standar  Operasional Prosedur  Standar  Operasional

Prosedur Pengelolaan Softcopy produk hukum daerah ke

dalam basis data;
c.Standar  Operasional Prosedur Layanan Peminjaman

Buku Perpustakaan Hukum

d.Standar    Operasional   Prosedur    Pengklasifikasian

Monografi Hukum; dan
e.Standar Operasional Prosedur  Penyimpanan Produk

Hukum Daerah dan Buku Hukum dalam Rak Koleksi

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh petugas/Apartur Sipil Negara pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

Menetapkan

KESATU

12.Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora;
(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 59);
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